
: a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 
Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2020, dan Berdasarkan keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 258/PL.02- 

Kpt/O 1 /KPU /VI/2020 Ten tang Penetapan 
Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 
Tahun 2020 perlu Pengaktifan Kembali Anggota 
Panitia Pemilihan Kecamatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro 
tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia 
Pemilihan Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk 
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 
2020. 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO, 

Menimbang 

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 

METRO PUSAT KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN 

WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTAMETRO 

NOMOR: 86/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VI/2020 

TENT ANG 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTAMETRO 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

Mengingat 
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2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 06 Tahun 2008; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pernilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1498); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan U mum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Tata Kerja Komisi 
Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 201); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2019 Ten tang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita 
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1. Surat Kornisi Pernilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 
Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro: 
73/PP.04.2-Kpt/ 1872/KPU-Kot/VI/2020 tentang 
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan W alikota dan 
Wakil Walikota Metro Lanjutan Tahun 2020; 

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 
Kota Metro Nomor : 47 /PP.04.2-BA/ 1872/KPU­ 
Kot/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang 
Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan 
Se-Kota Metro Pada Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Metro Tahun 2020; 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU /VI/2020 Tentang 
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 

Tahun 2020. 

Memperhatikan 
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Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas 
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro untuk 
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 
2020. 

Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 
15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. 
Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 60/HK.03.l- 

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara 
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di 
tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro 
Pusat Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2020. 

No. NAMA L/P ALAMAT 

1. BAYU WIBISONO L HADIMULYO BARAT 

MUHAMAD MISAF 
2. L YOSOMULYO KHANDIASIH 

3. HARYANTO PUTRA LASAI L HADIMULYO BARAT 

4. AGUS MUSODIK L YOSOMULYO 

5. TISNGATUN MUNAWAROH p YOSOMULYO 

Menetapkan dan mengaktifkan kembali nama-nama 
sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA METRO 
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA 
PEMILIHAN KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO 
UNTUK PEMILIHAN W ALIKOTA DAN W AKIL WALIKOTA 
METRO TAHUN 2020. 

KE LIMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTAMETRO 
Kepala Sub B . Hukum, 

NURRIS SEPTA PRATAMA 

ttd 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTAMETRO, 

: Metro 
: 15 Juni 2020 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Kpt/ 1872/KPU-Kot/lII/2020 Tentang Perubahan atas 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro 
Nomor: 37 /HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/II/2020 Tentang 
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan 
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

KEEN AM 

. . . . 
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